BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR A4TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN JASA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksaksanakan Anggaran Pendapatan dan

Mengingat :

1.

Belanja Daerah secara tertib dan teratur, efektif, efisien,
transparan dan bertangglingjawab, perlu menyusun
standar harga satuan biaya honorarium dan jasa bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai
acuan bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional perlu adanya pedoman

pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbengan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan Biaya

Honorarium dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L2mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomwor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011Nomor 310),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR

HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuengan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai tendahara umum daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggzaran belanja daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1

(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat

PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD




12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21

(1)

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerahdalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan bz:lanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
Bupati adalah Bupati Banggai

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah scbagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Objek penerima honorarium terdiri dari :

a. pegawai negeri sipil pejabat struktural, pejabat/ pegawai fungsional,
jabatan fungsional umum; dan

b. non pns.




(2) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni

mereka yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 3
Uraian dan Besaran Kriteria penerima honorarium dan jasa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini

Pasal 4
(1) Uraian serta besaran satuan biaya honorarium dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat berubah untuk setiap tahun

anggaran/tahun berjalan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Uraian serta besaran satuan biaya honorarium dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipergunaken dalam perencanaan dan

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran uraian besaran satuan
~ biaya honorarium dan jasa sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3

berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.

(4) Dalam hal Uraian serta Besaran satuan biaya honorarium dan jasa yang
tidak terdapat dalam Keputusan Bup:ati maka Kepala Organisasi
Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Tim
Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan kajian teknis dan

menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak.

(5) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Honorarium di Lingkungan Pesmerintah Daerah Kabupaten

Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2290).

2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2494),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

P AR A‘}ﬁ ] pada tanggal 22 Deftwl = 2p2e
SEKDA ("l BUPATI BANGGAI,
KABAN /)
SEIBA N/
'kacio | G/
KASUEED | & HERWIN Y{QTIM

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 26 [klpudbesr 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 4f ‘QL'



LAMPIRAN I

PERATUFAN BUPATI BANGGAI

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
HONORARIUM DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

URAIAN DAN BESARAN KRITERIA PENERIMA HONORARIUM DAN JASA
1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA);
1.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPKSKPD);

1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan,

1.6 Pembantu Bendahara Pengeluarar. atau Pembantu Bendahara
Penerimaan; dan

1.7 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan
Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelole keuangan pada setiap satuan

kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung

jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai
dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas
pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi
honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara
pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu
diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu
belanja pegawai yang dikelolanya

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh
PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
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b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling
banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran
pembantu.

2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yeang membantu PPTK dalam 1

(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) keli dari jumlah PPTK.

3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai
berikut:

a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD
sebelum penggabungan; dan

b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu
yang dikelola PPK SKPD.

jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

dalam hal bendahara pengeluarar. telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan

honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa :

2.1

2.2

2.3

2.4

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Kelompok Kerja Pemilhan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia

barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-

undangan.

Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang,
konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Honorarium dapat diberikan kepada pejabat/panitia yang

diberikan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
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untuk pemeriksaan administrasi hasl pekerjaan dari penyedia.
2.5 Honorarium Panita Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
Honorarium dapat diberikan kepada panitia yang diberikan tugas
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk
pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan dari penyedia.
2.6 Honorarium Tim Teknis/Tim PHO, FHO/Tim Peneliti Kontrak/Tim
Pemeriksa Barang Perangkat Daerah.
Honorarium dapat diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja
pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola
pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ
tidak diberikan honorarium dimaksud.
. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia
4.1 Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahiuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun irdividual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; atau



2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kkegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,
tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group
dbcussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam sztuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan / atau masyarekat.

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil

negara dan pihak lain yang ditunjul: oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
seminar, rapat kerja, sosialisasi, discminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang
minimal menteri, kepala daerah/wikil kepala daerah, dan/atau
pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat
daerah dan/ atau masyarakat.

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang

diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas

pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
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dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan serninar, rapat Kkerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan
kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari
non aparatur sipil negara harus dilekukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorerium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan

honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat

daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan

honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,

pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim

dimaksud, jumlah keanggotaan tim yanyg dapat diberikan honor sesuai

dengan ketentuan sebagai berikut :

Klasifikasi
No Jabatan
I I I
Pejabat Eselon [ dan Eselon II 2 3 4
Pejabat Eselon III 3 4 )
Pejabat Eselon 1V, pelaksana, dan
: . 5
| pejabat fungsional ° !

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintzh daerah. provinst;-kabupaten

atau kota yang telah memberikan tamrbahan penghasilan pada kelas

Jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) per bulan.
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b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang
dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

c. Klasifikasi III dengan kriteria pe2merintah daerah provinsi,
kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan
penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima
tambahan penghasilan.

5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan
kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan
untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium yaitu
sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi
bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris
daerah.
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Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Bupati; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
JSPE melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan
tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi
suatu satuan kerja perangkat daerah.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan can Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan dengan susunan keanggotaan yang diatur khusus oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dapat digunakan
dan disesuaikan dengan kebutuhan secara rasional serta besaran
honorarium tidak melebihi dari standar yang telah ditentukan.
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahl
Honorarium pemberi keterangan &hli atau saksi ahli diberikan
kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi atau keterangan sesual dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang menguncang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pembzri keterangan ahli atau saksi
ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
6.2 Honorarium Beracara.
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas
untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau
tunjangan tambahan.
7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai
pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat

untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat
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keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai

upah minimum di lebih tinggi, satuan biaya ini dapat dilampaui dan

mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum
provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai
upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

b. lulusan DI/DII/DIll/Sarjana Terapan diberikan paling banyak
114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi,
kabupaten, atau kota setempat;

c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua
puluh empat persen) dari upah minirium provinsi, kabupaten, atau
kota setempat;

d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga
puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau
kota setempat; dan

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima

puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota

setempat.
. Honorarium Rohaniawan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan
sumpah jabatan.
. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola
Teknologi Informasi, dan Pengelola Websiite.
9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun
dan penerbit jurnal berd.asarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalahh pembantu umum, pelaksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari
(peer reuiew) sebesar Rpl1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per orang Per jurnal.
9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah yaitu terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
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jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin yaitu media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala
daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh
pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi

atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian

11.

12.

merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian,
pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal
sesuai dengan kewenangan pemerintah dazrah.
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota
diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang
digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat
penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal
tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal
untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal
yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang
non akademik, soal tes asesmen pegawa:, soal kompetensi managerial
sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
12.1 Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah
yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing
experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan

dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan
ketentuan sebagai berikut:
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a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan
yang menjadi sasaran utama Kkegiatan berasal dari luar
perangkat daerah penyelen ggara clan/ atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan
kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik
widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara,
honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedomen pada ketentuan sebagai
berikut:

a. bagi widyaiswara, honorariumr. dimaksud diberikan atas
kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatithan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan pelatthan lama dengan persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan
paling sedikit 50% (lima puluh persen).
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13.

14.

15.

12.5Honorarium Panitia Penyelenggaraen Kegiatan pendidikan dan

pelatihan.
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara
pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha
pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b. dilakukan  secara  selektif dengan mempertimbangkan
urgensinya,

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digiinakan untuk kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu 45 (empat
puluh lima) menit.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dacrah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala
daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumbe-, moderator, atau pembawa
acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang
mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu
dan/atau bidang tertentu untuk kegiaten seminar, rapat koordinasi,
sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai

satuan biaya honorarium.

Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah.

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi

tugas dalam rangka penyelesaian kerugian daerah berdasarkan surat
keputusan Pejabat yang berwenang.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Desa.

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara
selektif, efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan evaluasi dan
supervisi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Honorarium Administrator atau Operator Aplikasi Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan serta Aplikasi lainnya.

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan
tugas yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, dan
mempercepat pelaksanaan kegiatan sesual dengan target serta dilakukan
secara selektif, efektif dan efisien den ditetapkan dengan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium Sekpri, Ajudan, Petugas Keanianan dan Pengemudi.
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak
lainnya berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang dan
dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Honorarium Tenaga Kesehatan.

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat keputusan Pejabat yang
berwenang. Dalam hal tenaga kesehatan untuk Aparatur Sipil Negara
yang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan tidak
diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium atau jasa Petugas/Pengawas Lapangan, Petugas Teknis
Lapangan, dan Tim Percepatan Pembangunan.

Honorarium atau jasa dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan
Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan Pejabat yang
berwenang. Dalam hal Petugas/Pengawas Lapangan, Petugas Teknis
Lapangan, dan Tim Percepatan Pembangunan untuk Aparatur Sipil
Negara yang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan
penghasilan maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Honorarium hanya dapat diberikan kepeada Non Aparatur Sipil Negara
yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang
dan telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undagan.
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22.

23.

Honorarium dan/atau jasa untuk Tenaga
Ahli/Pakar/Instruktur/Pelatih, Penasehat Investasi, Profesi Keagamaan,
Tenaga Administrasi Umum, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan,
Tenaga ABK Kapal Motor, Kepala Lingkungan, Ketua RT dan Ketua RW.
Honorarium atau jasa hanya dapat diberikan kepada Non Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas melaksanakan kegiatan pada pemerintah
daerah yang mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas berdasarkan
surat keputusan Pejabat yang berwenang dan dilakukan secara selektif,
efektif dan efisien sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Honorarium Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Barang.
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang yang diberikan tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah

dan berpeodaman pada peraturan perundang-undangan.

PARAF BUPATI BANGGAI,
SEKDA |
KABAN |
| SEKBA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
HONORARIUM DAN JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUN(: JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja
Kode dan Nama Kegiatan

Kode dan Nama Sub Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
atas satuan biaya yang digunakan dalam penvusunan Standar Harga di luar
Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Jasa yang ditetapkan oleh
Bupati Banggai. Perhitungan standar harga satuan biaya honorarium dan
jasa tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimania terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Luwuk,

KEPALA DINAS/BADAN/.ccccvviierincnrsninnes
KAEUPATEN BANGGAI,

Metcerai

--------------------------------------------

BUPAT]) BANGGAI,

| HERWIN YATIM
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